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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

      Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kebijakan moratorium eksekusi pidana mati dapat mempunyai 

implikasi yuridis dan sosiologis terhadap kepastian hukum, sebagai 

berikut: 

1. Implikasi yuridis yaitu adanya kebijakan moratorium tersebut 

menimbulkan ketidakpastian dalam melaksanakan prosedur 

pelaksanaan pidana mati yang diatur dalam perundang-undangan. 

Selain itu juga menimbulkan adanya suatu tindakan hukum tanpa 

dasar hukum yang jelas, baik menganai jangka waktu pemberlakuan 

kebijakan tersebut, maupun prosedur pemberlakuannya. 

2. Implikasi sosiologis yaitu terpidana mati mengalami tekanan 

pikiran/stres, sehingga dapat mengganggu kesehatan mentalnya dan 

penundaan eksekusi pidana mati tersebut dapat dikategorikan sebagai 

hukuman tambahan secara tidak langsung terhadap si terpidana mati. 

Selain itu, masyarakat juga dapat mengalami kegelisahan dan 

keraguan terhadap aparat penegak hukum beserta pemerintah yang 

dianggap tidak serius dalam menerapkan hukum, sehingga eksekusi 

pidana mati tidak lagi merupakan sesuatu yang menakutkan, selain itu 
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dengan adanya penundaan tersebut akan mengulur waktu yang tidak 

jelas sampai kapan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan pemerintah benar-benar mempertimbangkan kebijakan 

moratorium eksekusi pidana mati, sehingga tidak menimbulkan 

implikasi yuridis berupa ketidakpastian hukum dalam melaksanakan 

prosedur pelaksanaan pidana mati, serta dalam pemberlakuan suatu 

kebijakan tanpa dasar hukum yang jelas. 

2. Diharapkan pemerintah benar-benar mengkaji kebijakan moratorium 

eksekusi pidana mati, sehingga tidak menimbulkan dampak sosiologis 

terhadap masyarakat dan terhadap terpidana sendiri berupa terjadinya 

suatu kegelisahan terhadap aparat penegak hukum beserta pemerintah. 
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